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Abstract  

As a country with a majority Muslim population, Indonesia has enormous potential for zakat. 

Recently, the Indonesian economy has developed very quickly. According to a national survey, 

97% of people want a government that works in an accountable manner, while the other 90% 

want it to be easy to monitor and access funds that will be managed. This research aims to 

find out how honesty and legal accountability, process accountability, program accountability, 

policy accountability are implemented in BAZNAS Jambi city. This research method is 

descriptive qualitative, this approach leads to detailed and in-depth descriptions of the 

conditions that actually occur in the field. Based on the results of research using four 

dimensions of accountability, it is known that the honesty and legal accountability 

implemented by Jambi City BAZNAS is the existence of government regulations as the legal 

basis for the establishment of Jambi City BAZNAS and has a policy basis for the division and 

distribution of zakat. Accountability of the process implemented by Jambi City BAZNAS, 

namely by having procedures for carrying out zakat collection activities as well as Jambi City 

BAZNAS administration procedures, program accountability implemented by Jambi City 

BAZNAS, namely by socializing the Jambi City BAZNAS program and carrying out 

socialization of the Jambi City BAZNAS program directly to the community and invite various 

parties to work together in achieving the vision and mission of BAZNAS Jambi City. The 

accountability implemented by Jambi City BAZNAS is demonstrated in various ways, namely 

having policies for dividing divisions, having administrative procedures. It would be better 

for Jambi City BAZNAS to activate the website so that it can be more easily accessed by the 

wider community. 

Keywords: Accountability, Zakat, BAZNAS. 

Abstrak  

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang 

sangat besar. Akhir-akhir ini, ekonomi Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat. 

Menurut survei nasiona l97% orang menginginkan pemerintahan yang bekerja secara 

akuntabel, sedangkan 90% lainnya menginginkan kemudahan untuk mengawasi dan 

mengaskses dana yang akan dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas 

kebijakan diterapkan di BAZNAS kota Jambi. Metode penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif, pendekatan ini mengarah pada pendeskripsian secara rinci serta mendalam 

mengenai gambaran kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian 

dengan menggunakan empat dimensi akuntabilitas diketahui bahwa akuntabilitas kejujuran 

dan hukum yang diterapkan BAZNAS Kota Jambi yaitu adanya regulasi pemerintah sebagai 

dasar hukum berdirinya BAZNAS Kota Jambi serta memiliki dasar kebijakan untuk 

pembagian divisi dan distribusi zakat.  Akuntabilitas proses yang diterapkan BAZNAS Kota 
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Jambi yaitu dengan adanya prosedur dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat serta 

adanya prosedur administrasi BAZNAS Kota Jambi, akuntabilitas program yang diterapkan 

BAZNAS Kota Jambi yaitu dengan mensosialisasikan program program BAZNAS Kota 

Jambi dan menjalankan sosialisasi program BAZNAS Kota Jambi secara langsung kepada 

masyrakat serta mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama dalam mencapai visi misi 

BAZNAS Kota Jambi. Akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Kota Jambi ditunjukkan 

dengan berbagai cara yaitu adanya kebijakan untuk pembagian devisi, memiliki prosedur 

administrasi. Sebaiknya BAZNAS Kota Jambi mengaktifkan website sehingga bisa lebih 

mudah di akses oleh masyarakat luas. 

Kata Kunci : Akuntabilitas, Zakat, BAZNAS. 

 

I. PENDAHULUAN 

Zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang memenuhi 

kriteria atau persyaratan tertentu. Seorang muzakki, yang mensucikan harta dengan 

memberikan zakat kepada mustahik (orang yang tidak mampu), disebut sebagai zakat. Undang-

undang nomor 23 Tahun 2011 menetapkan bahwa pengelolaan zakat merupakan wujud 

komitmen untuk mengelola zakat secara efektif dan efisien. 

Sebagai bagian dari rukun islam yang ketiga, Zakat adalah komponen yang sangat 

penting dalam agama Islam. Zakat diwajibkan oleh setiap muslim dan memiliki tujuan untuk 

membantu perekonomian penerima manfaat zakat, yang juga berfungsi sebagai alat untuk 

menyeimbangkan sektor ekonomi nasional. Tujuan zakat untuk mengubah penerima zakat 

menjadi muzakki, hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kemampuan untuk mengatasi 

kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di suatu negara. Jika zakat dikelola dengan baik dan 

amanah, maka zakat dapat meningkatkan etos dan pemerataan ekonomi di seluruh negara.  

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi zakat 

yang sangat besar. Akhir-akhir ini, ekonomi Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat. 

Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan ZIS yang signifikan selama lima tahun. Menurut 

penelitian 2022 yang dilakukan oleh Eva Ratna Antika, akutanbilitas dengan program yang ada 

telah dilaksanakan dengan baik. Namun, akutanbilitas kepada manusia belum adanya laporan 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan amil. 

Sebagian masyarakat muslim terus memberikan zakatnya secara langsung kepada orang 

yang membutuhkan (mustahik). Hal ini disebabkan oleh keraguan tentang cara pengelolaan 

zakat dilakukan, pemahaman agama yang rendah, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap 
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lembaga tersebut. Kelemahan dalam peraturan yang mengatur pengelolaan zakat menunjukkan 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Studi Nanda (2017) menemukan 

bahwa UPZ BNI tidak akuntabel dalam pengelolaan dana zakatnya. Selain itu, tidak ada 

laporan keuangan yang dipublikasikan baik di majalah maupun di internet.     

Penelitian diatas menunjukkan bahwasanya pengelolaan zakat dibawa naungan 

organisasi kurang akuntabel terhadap publik, dikhawatirkan berkurangnya kepercayaan 

muzakki pada organisasi pengelolaan zakat. Baznas seharusnya melaporkan pengelolaan 

apapun baik pengelolaan zakat maupun yang berhubungan dengan pemafaatan sumber daya 

publik yang wajib dikelola dengan akuntabel. 

Pengelolaan zakat dalam bentuk laporan keuangan diharapkan mampu meningkatkan 

pengetahuan dikalangan masyarakat tentang organisasi pengelolaan zakat yang terpercaya, 

penyampaian informasi yang cepat dan akurat dapat memudahkan muzakki, masyarakat dan 

pemerintah dalam mengakses informasi yang diinginkan. 

Akutabilitas memiliki prinsip khusus dalam pengelolaan zakat yang diaplikasikan 

dengan penyampaian cara yang benar dan melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi serta 

tidak adanya kecurangan maupun kebohongan, lembaga zakat memiliki kewajiban untuk 

memberikan informasi keuangan kepada muzakki sebagai orang yang berhak mengetahui 

bentuk kewajiban kepada lembaga yang memberikan zakat. 

Berdasarkan beberapa pokok permasalahan yang telah dijelaskan diatas bahwa 

akutabilitas harus mengacu pada konsep akutabilitas, oleh karena itu, faktor-faktor ini 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk melihat bagaimana akutabilitas 

diterapkan dan pertanggungjawaban atas organisasi pengelolaan zakat di Kota Jambi: 

“ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KOTA 

JAMBI”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Akuntabilitas  

Istilah "akuntabilitas" berasal dari bahasa Inggris "rekening", yang berarti "laporan" atau 

"catatan." Akuntabilitas juga disebut sebagai "akuntabilitas" dan dapat digunakan sebagai salah 

satu bentuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas di lembaga pemerintahan muncul sebagai 
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pentingnya menilai kinerja sektor publik dan memberikan pertanggungjawaban langsung 

kepada masyarakat atas dana yang diberikan oleh masyarakat. 

Menurut keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/99, 

akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan pertanggung 

jawaban atas tindakan seseorang atau kinerja badan hukum pemimpin kolektif suatu organisasi 

kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk memberikan keterangan tentang 

akuntabilitas. 

Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban pihak yang 

memegang amanah untuk menyediakan pertanggung jawaban, melaporkan semua tindakan, 

dan bertanggung jawab atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pihak pemberi amanah 

juga memiliki wewenang dan hak untuk meminta pertanggungjawaban. 

Menurut Mahmudi (2010) akuntabilitas dapat disebut sebagai pemerintah dalam 

mengungkapkan segala aktifitas penggunaan daya publik serta melaporkan kegiatan yang 

berkaitan dalam mengelola sumber daya .Akuntabilitas dapat dikaitkan dengan sifat Rasulullah 

SAW dengan sifat amanah, yang berarti dapat dipercaya, dengan orang-orang yang percaya 

bahwa sifat kepercayaan ini dijalankan sebaik mungkin dan menitipkan tugasnya kepada orang 

lain.Dengan kata lain akuntabilitas adalah cara manajemen atau penerima amanah dalam 

mempertanggung jawabkan kepada  pemberi amanah atas bentuk pertanggungjawaban secara 

vertical (Allah Swt) maupun atas pengelolaan sumber daya serta pertanggung jawaban secara 

horizontal (kepada alam atau manusia). 

Bentuk-Bentuk Akuntabilitas. 

Akuntabilitas publik terdiri dari dua kategori, menurut Mardiasmo (2009): 

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical accountability) 

Pemerintah daerah, unit kerja dinas, atau pemerintah pusat bertanggung jawab kepada 

pemerintah pusat dan MPR, antara lain, adalah contoh akuntabilitas vertikal, yang berarti 

bahwa tanggung jawab pengelolaan diberikan langsung ke otoritas tertinggi. 

2. Akuntabilitas horizontal (Horizontal accountanility) 

Pemerintah daerah dan pusat dapat menjadi subjek yang dapat memberikan informasi 

tentang pemenuhan hak-hak publik dalam konteks akuntabilitas horizontal, di mana 

organisasi pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, 
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akuntabilitas publik berarti memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan 

dengan kinerja dan tindakan finansial pemerintah. 

Namun, menurut Rosjidi (2001), ada dua kategori akuntanbilitas: 

1. Akuntanbilitas Internal 

Akuntabilitas internal berlaku di semua tingkatan organisasi, baik pemerintah maupun 

internal penyelenggara pemerintah Negara, menurut Instruksi Presiden nomor 7 tahun 

1999 tentang akuntabilitas. Kapan pun diperlukan, setiap kelompok atau individu 

pengurus publik memiliki kewajiban langsung secara berkala untuk melaporkan 

perkembangan kinerja kegiatan mereka. 

2. Akuntanbilitas Eksternal 

Suatu organisasi bertanggung jawab atas semua janji yang dibuat, diterima, dan 

dikomunikasikan langsung kepada pihak eksternal, termasuk akuntabilitas eksternal. 

Menurut Ellwood (1993) dalam mardiasmo (2009), beberapa aspek akuntabilitas publik 

yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik termasuk: 

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntanbilitas Hukum 

2. Akuntabilitas Proses 

3. Akuntabilitas Program 

4. Akuntabilitas Kebijakan 

Dimensi Akuntabilitas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (Accountability For Probility and Legaltiy) 

Mengenai adanya jaminan aturan terkait peraturan lain atau supremasi hukum dalam 

sebuah organisasi dapat disebut akuntabilitas hukum dengan adanya peraturan serta jaminan 

mengenai kepatuhan dalam mempertanggung jawabkan secara hukum adalah bentuk syarat 

dalam penggunaan sumber dana publik. 

Suatu organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan akuntabilitas kejujuran 

karena untuk menghindari kolusi serta menghindari penyalahgunaan jabatan, nepotisme dan 

korupsi. Dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dalam pelayanan publik dan 

penyelenggaraan kepatuhan hukum merupakan hal yang sangat mutlak untuk mengukur serta 
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menilai indikator tingkat akuntabilitas organisasi untuk penyelenggaraan aktivitas pelayanan 

publik bisa terwujud dengan sendirinya. 

2. Akuntabilitas Program (Program Accountability) 

Bagaimana suatu organisasi membuat program sangat berkaitan dengan akuntabilitas 

program. Akuntabilitas program mengacu pada strategi organisasi untuk mencapai misi dan 

visinya, serta bagaimana kegiatannya dialokasikan untuk mengetahui besarnya sumber daya 

yang terlewatkan. 

Prinsip akuntabilitas yang harus diperhatikan termasuk: 

a. Menjamin ketentuan peraturan yang berlaku untuk penggunaan sumber daya secara 

konsisten untuk menghindari penyalagunaan sumber daya. 

b. Adanya seluruh staff serta komitmen dari pimpinan yang memiliki kepentingan 

dalam membuat suatu program. 

3. Akuntabilitas Proses (Process Accounabilitiy) 

Akuntabilitas proses terkait dengan pelaksanaan tugas dan prosedur yang digunakan 

secara luas dalam pengelolaan organisasi dan pelaksanaan administrasi.  

Prosedur administrasi antara lain sebagai berikut: 

a. Data keuangan, data organisasi, data struktur kepengurusan, dan data dokumentasi 

program kegiatan terdiri dari sistem informasi manajemen yang cukup dan 

memberikan kemudahan akses ke informasi organisasi. 

b. Pembagian dan pengarahan kerja terdiri dari pendelegasian wewenang, pengurusan 

organisasi, rapat pimpinan, dan uraian tugas rutin. 

Pengurus organisasi tidak hanya bertanggung jawab atas kinerja tetapi juga bertanggung 

jawab atas apa yang dilakukan organisasi secara keseluruhan. Akuntabilitas proses harus 

menjelaskan bagaimana kegiatan rencana awal dilaksanakan dan bagaimana kegagalan dan 

keberhasilan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) 

Pada dasarnya, kebijakan berfungsi sebagai pedoman dan pegangan untuk setiap upaya 

langsung yang dilakukan oleh pengurus organisasi untuk membantu mereka mencapai tujuan 

organisasi. Kebijakan juga mengatur kepemimpinan struktur, pengambilan keputusan, dan 

bagaimana organisasi mencapai tujuan. Kebijakan ini dibuat dengan mempertimbangkan apa 

yang dipikirkan oleh semua anggota organisasi dan disepakati dalam pembuatan keputusan. 
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Menurut teori (Ellwood, 1993) yang telah dijelaskan dan disebutkan sebelumnya, 

akuntabilitas terdiri dari berbagai dimensi, yang dapat diuraikan menjadi ukuran akuntabilitas, 

yaitu: 

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran 

a. Kepatuhan atas hukum yang berlaku 

b. menghindarkan dari kolusi dan korupsi 

2. Akuntabilitas Proses  

 a. Taat pada kepatuhan prosedur 

 b. Pelayanan publik yang responsive 

 c. Pelayanan publik yang cermat 

 d. Memiliki biaya murah untuk pelayanaan publik 

3. Akuntabilias program 

a. Memulai alternatif program serta memberikan hasil yang optimal 

b. Memiliki tanggung jawab atas apa yang telah dibuat 

4. Akuntabilitas kebijakan 

Mempunyai tanggung jawab atas kebijakan yang telah disepakati. 

Organisasi Pengelolaan Zakat 

Pengertian Organisasi Pengelolaan Zakat 

Organisasi pengelola zakat yang ditunjuk dan diizinkan oleh pemerintah untuk mengelola 

dana masyarakat disebut OPZ. Salah satu undang-undang yang membentuk dasar Organisasi 

Zakat (OPZ) adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di 

Indonesia. Organisasi ini akan menangani zakat: 

a. Pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten mengelola OPZ, yang dikelola oleh 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 

b. OPZ berasal dari Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang terdiri dari LAZNAS dan 

LAZDA, seperti yang disebutkan di bawah ini. 

Pengertian Zakat 

Zakat, yang berasal dari kata "zakat", berarti "barokah", "berkembang", dan "baik 

terpuji", digunakan untuk melindungi harta yang telah dibersihkan dan dizakati dari bahaya 

dari hak orang lain. 
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Dari perspektif bahasa, kata zakat berasal dari kata dasar (masdar), yang berarti sedekah, 

bersih, baik, dan berkembang. Al-Quran dan hadist menggambarkan kata zakat sebagai terpuji, 

suci, dan berkah. Wahidi menyatakan bahwa kata dasar terkuat adalah zakat, yang berarti 

pertumbuhan dan peningkatan. Jadi, "tanaman zakat" berarti tumbuh, dan "zakat" berarti 

bertambah. Zaka bersih adalah ketika tanaman tumbuh tanpa cacat. 

Sayyid sabiq (1998) menyatakan bahwa zakat merupakan harga tertentu dari bagian 

tertentu yang disalurkan atau dikeluarkan dengan syarat-syarat dan cara tertentu kepada 

badan/lembaga atau orang-orang tertentu pula. Pengertian hubungan zakat menurut  dengan 

pengertian dan bahasa serta menurut istilah sangat erat sekali nyata dan bahwa harta zakat yang 

dikeluarkan akan menjadi bertambah, tumbuh, baik, berkah, dan berkembang. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum 

Akuntabilitas menurut Elwood 1993 (dalam Mardiasmo 2009), Akuntabilitas kejujuran 

berkaitan dengan cara organisasi untuk menghindari korupsi, penyalahgunaan jabatan. Dan 

harus sesuai dengan anggaran serta peraturan undang-undang yang berlaku. Akutabilitas 

hukum berkaitan dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku sesuai 

dengan syarat penggunaan dana publik. Akuntabilitas kejujuran dan hukum yang telah di 

terapkan di BAZNAS Kota Jambi diantaranya Memiliki regulasi pemerintah sebagai dasar 

hukum berdirinya BAZNAS kota jambi. 

a. Adanya SK pendirian keputusan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan 

Kabupaten/Kota ditunjukkan oleh Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2019. 

b. Di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional didirikan 

berdasarkan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 

tahun 2014. Keputusan itu dibuat oleh SK Pendirian. 

c. SK keputusan Wali Kota Jambi Nomor 323 Tahun 2020 menetapkan siapa yang akan 

memimpin Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi selama periode 2020–2025. 

d. Surat Keputusan PERBAZNAS RI No.23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat 

BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
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e. Pedoman manajemen Amil Zakat telah ditetapkan oleh Ketua Badan Amil Zakat 

Nasional Nomor 24 Tahun 2018 untuk Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan 

Amil Zakat Kabupaten/Kota. 

f. Kepatuhan pelaporan kepada BAZNAS RI, BAZNAS provinsi, dan muzakki BAZNAS 

kota Jambi tentang pengelolaan dana zakat. 

g. Pembagian zakat telah mencakup dari delapan golongan asnaf, seperti yang disebutkan 

dalam Surat (At-Taubah 9:60). 

2. Akuntabilitas Proses 

Menurut Elwood (1993) Akutanbilitas proses berkaitan dengan kepatuhan terhadap 

prosedur, pelayanan publik yang cepat dan responsif, dan kualitas prosedur administrasi yang 

digunakan dalam pengelolaan organisasi,  

Akuntabilitas prosedur yang diterapkan di BAZNAS Kota Jambi adalah : 

a. Taat kepada kepatuhan prosedur dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan zakat 

dengan membentuk unit pengumpulan zakat seperti UPZ  POD dan BUMN, UPZ 

rumah sakit, apotik dan puskesmas, UPZ perusahaan swasta, UPZ lembaga 

pendidikan, UPZ Masjid, langgar, musollah, UPZ vertikal lainya. 

b. Menerbitkan serta melakukan pencatatan bukti penyetoran zakat untuk diberikan 

kepada muzakki. 

c. Adanya pelayanan publik yang responsive dan cepat. 

3. Akuntabilitas Program 

Menurut Elwood (1993), akutabilitas program berkaitan dengan bagaimana organisasi 

membuat program dan memberikan hasil yang optimal. Strategi yang digunakan organisasi 

untuk mencapai visi dan misi mereka disebut sebagai akutabilitas program. Akuntabilitas 

Program yang diterapkan oleh BAZNAS di Kota Jambi adalah 

a. Mensosialisasikan program-program BAZNAS Kota Jambi secara langsung kepada 

masyarakat baik secara langsung maupun sosial media. 

b. Menjalankan sosialisasi program BAZNAS Kota Jambi sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

c. Mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama untuk mencapai visi dan misi BAZNAS 

Kota Jambi. 
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4. Akuntanbilitas Kebijakan 

Menurut Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2009), akuntabilitas kebijakan mengacu 

pada tanggung jawab atas kebijakan organisasi yang didasarkan pada persetujuan bersama dan 

pertimbangan semua anggota organisasi. BAZNAS Kota Jambi memiliki kebijakan untuk 

mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan seluruh karyawan untuk mengambil 

keputusan. 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan diskusi tentang akuntabilitas di BAZNAS Kota Jambi, 

penulis mencapai kesimpulan berikut: 

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum yang diterapkan di BAZNAS Kota Jambi didukung 

oleh peraturan pemerintah, seperti Keputusan Pendirian Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia dan Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 323 

Tahun 2020 tentang penunjukan pimpinan BAZNAS Kota Jambi Periode 2020-2025. 

Sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2019, yang menetapkan tugas dan wewenang pemimpin badan Amil Zakat Nasional 

Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kota, Serta memiliki dasar kebijakan untuk pembagian 

dana zakat ke 8 golongan asnaf. Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau 

posisi mereka dalam pengelolaan dana di BAZNAS Kota Jambi. 

2. Untuk mendukung proses pengumpulan zakat, BAZNAS Kota Jambi menerapkan proses 

akuntabilitas dengan membentuk prosedur pelaksanaan kegiatan pengumpulan zakat. 

Pertama, BAZNAS Kota Jambi mensosialisasikan keberadaan organisasi dan 

membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap oraganisasi perangkat daerah 

(OPD), sekolah, pengurus masjid, perusahaan, dan BUMD di tingkat daerah di Kota 

Jambi. 

UPZ BAZNAS Kota Jambi didasarkan pada Keputusan Ketua Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Jambi Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Unit Pengumpulan 

Zakat (UPZ) Di Dalam Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Prosedur administrasi 

Amil Zakat BAZNAS Kota Jambi memungkinkan muzakki individu dan badan yang 

telah memberikan sumbangan agama dan membayar zakat untuk dicatat sebagai bukti 

penyetoran zakat. 
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3. Dengan menerapkan program akuntabilitas, BAZNAS Kota Jambi telah menyebarkan 

program-programnya secara langsung, seperti sosialisasi kepada perusahaan dan institusi 

pendidikan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Program-program ini 

juga dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengajak berbagai pihak untuk 

bekerja sama untuk mencapai visi dan misi organisasi. 

4. BAZNAS Kota Jambi telah menerapkan akuntabilitas kebijakan, yaitu dengan 

mekanisme pengambilan keputusan dan pelaksanaan. BAZNAS Kota Jambi selalu 

mengadakan rapat pleno dengan seluruh karyawan dan pimpinan untuk membahas 

keputusan yang akan dibuat. 
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